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GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 500-14-2025
TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT DAN PELATIHAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat, Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
dituntut untuk mampu memberikan layanan secara cepat,
tepat, akurat dan akuntabel,

. bahwa untuk dapat memberikan layanan yang cepat, tepat,

akurat, dan akuntabel sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan yang efisien
dan efektif dengan menerapkan Badan Layanan Umum
Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, penerapan BLUD ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Penetapan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat dan
Pelatihan Kesehatan sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68506),;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2024
tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar
Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Kesehatan Olahraga
Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah.

Pejabat Pengelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai
Kesehatan Olahraga Masyarakat dan Pelatihan Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 JAwafd 2026
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Tembusan disampaikan kepada Yih

Q

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat,

2. Wakil Gubernur Sumatera Barat

3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Asisten Perckonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5.
O
7
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Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat
. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat
. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kepala Dinas Keschatan Provinsi Sumatera Barat

10.Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
11.Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat
12.Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

13. Arsip
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